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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tinjauan yuridis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan  melalui 

Pengadilan Agama yakni kebanyakan kasus yang terjadi di Gorontalo 

melakukan nikah di bawah tangan maka saat mengajukan pembuatan 

akta kelahiran anak justru akan ditolak oleh pihak catatan sipil dan akan 

diarahkan kedua tempat yakni KUA dan pengadilan Agama. KUA akan 

memberikan solusi untuk mendapatkan buku nikah tersebut dengan cara 

menikah kembali. Hal tersebut akan dilakukan oleh pasangan suami 

isteri tersebut tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya mengenai asal 

usul anak. Dengan demikian buku nikah yang dikeluarkan adalah buku 

nikah yang berasal dari pernikahan ulang atau pernikahan yang kedua 

kalinya dengan pasangan yang sama. Setelah menikah kembali maka 

buku nikah tersebut akan dibawa ke catatan Sipil, namun tetap saja akan 

ditolak oleh pihak Catatan Sipil Oleh karena itu jalan keluarnya adalah 

penetapan asal usul anak dari pengadilan agama yang diajukan oleh 

pemohon yang merupakan ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan. 

2. Kendala - kendala yang menghambat hakim dalam menetapkan 

permohonan penetapan asal-usul anak yakni : 

a. Wali nikah yang tidak berhak 

Apabila wali nikah tidak berhak memberikan wali, maka pasangan 

yang bersangkutan terhitung menikah tidak sah secara agama 
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maupun hukum positif. Maka pengajuan asal usul anak tersebut akan 

ditetapkan dengan catatan anak yang bersangkutan hanya 

merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan 

apabila perkawinan tersebut sah secara agama tetapi tidak dicatatkan 

di catatan sipil, maka anak tersebut dikatakan anak sah dari kedua 

pasangan suami isteri tersebut.  

b. Tidak Adanya Saksi Ketika Pengajuan Asal Usul Anak 

Tidak adanya saksi ketika pengajuan asal usul anak dapat dicari 

jalan keluarnya yakni dapat meminta keterangan dari tetangga dari 

pasangan tersebut apakah benar mereka merupakan pasangan suami 

isteri atau tidak dan anak tersebut merupakan anak dari pasangan 

yang bersangkutan atau tidak. 

5.2 Saran  

 Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi orangtua yang ingin melakukan penetapan asal usul anak 

sebaiknya melalui Pengadilan Agama sehingga untuk membuat akta 

kelahiran seorang anak tidak akan mendapatkan kendala akibat adanya 

pernikahan dibawah tangan oleh kedua orangtuanya. Sekalipun 

melakukan pernikahan kedua kali untuk mendapatkan buku nikah, tetapi 

hal tersebut tidak bisa dijadikan jaminan ataupun tolak ukur bahwa anak 

akan memperoleh akta kelahiran dengan mudah. 
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2. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui bahwa pernikahan di bawah 

tangan akan mempunyai dampak terhadap asal usul anak dikemudian 

hari terutama dalam hal penerbitan akta kelahiran. 
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